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Laman: htto /bali kemenkum go «d, Pos-el: kanwilbali@kemenkium. go.id

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI MASYARAKAT DAN INSTANSI

NOMOR : W.20-11%.HN.04.03 TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal 5 (lima) bulan Maret tahun 2026 bertempat di

Denpasar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

]

Nama . EEM NURMANAH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Ball
Alamat JI. Raya Puputan Niti Mandala Rencn Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menten Hukum, selanjutnya disabut
sebagai PIHAK KESATU,

Nama . 1 GUSTI LANANG AGUNG KESUMA JAYA

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pedull Masyarakat
dan Instansi

Alamat . JI. Raya Bona, No 9A, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh,

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Peduli
Masyarakat dan Instansi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
FPIHAK terlebih dahulu menjelaskan.

b.

PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali.

PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemben Bantuan Hukum periode
tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukumn Nomor M.HH-
5 HN.04 03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisas| Bantuan Hukum yang Lulus
Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Pericde Tahun 2025 s.d.
2027 dan Keputusan Menteri Hukum MNomor M.HH-6 HN.04.03 Tahun 2024 tentang
LembagalOrganisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali
sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status
akreditasi C.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai berikut:

10.

1.

12

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4288),

Undang-Undang Momor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 178);

Peraturan Pemerintan Momor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum {(Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5421,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Momeor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi
Manusia Momor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomaor 2130},

Peraturan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Momar 37);

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomar 832);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 912,

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-01.HN. 03 .03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5HN 04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027,

Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-6HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.D4.03-230 Tahun 2028
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIFA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Bali Nemor - SP DIPA-135.03.2 693039/2026 Tanggal
1 Desember 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026,
dengan ketentuan sebagai berikut :



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datarn Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BEPHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum

2. Kantor Wilayah Kementenian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pambantuan di bidang bantuan hukum di daerah

3. Panitia Pengawas Pusal yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unil kerja
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan pemantauan. dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum

4. Panitia Pengawas Daerah yang sefanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementarian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan pemantauan, dan evaluasi ternadap
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok vhur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pamberian layanan Bantuan Hukum.

B. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selamjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elekironik yang
disalenggarakan cleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang
pelaksanaan pemberian bantuan hukum

7. Hari adalah hari kerja.

BAE Il
TUJUAN

Pasal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menjarmin
a. kepastian pemberian bantuan hukum kepada crang miskin atau kelompok arang
miskin; dan
b. penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pembern Bantuan Hukum & Provinsi
Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB NI
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi:
a. Pemberian Bantuan Hukum litigas) dalam Perkara Pidana Perdata, danfatau Tata
Usaha Negara melalul pendampingan danfatau menjalankan kuasa dalam tahap:
1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan:
2) persidangan di Pengadilan Tingkat [;
3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;
4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi:
5}  peninjauan kembali.
b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan:
1) penyuluhan hukum;
2)  konsultasi hukum;



) invesigasi perkara bak secara elestronk mavpun nonglektaik,
4)  pereltian hukom.
5 rediasi
8] negqDsi@as;
7] pemberdavaan masyarakat;
81  perdampirgan di luar pengadilan; darratau
)  draffing dokumen nuksm.

BAE W

HAK DAN KEWALBAMN
Pasal 4
Hak dan Kewapgan PARA PIHAK scbagai berikut:
PIHAK KESATL
1)  Hak
a}  Menyimpan. metgedarkan. menggandekan dan/atau mempublkas-kan

dokurer hasil pemberian bantuan hukum;

B}  hlemberikan rekemendasi penjgtuban sanksi acabila PIHAK KEGLUA
melakukan pelanggaran terhadap Penarparn Pelaksarsan Bantuan
Hulkum ni.

21 Eewajibar: )

a} Menvyalurkan anggaran pelaksanaan bamluan Pukum  yarg akan
dilakganakan alen FIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemenntab
dan peraturan perundang-sedangarn,

b1 Wemfasilitasi proses pencaran anggaran bantuan hukum berdasarkar
nas| pekerj@an yang telab dilaksanakan algs PIHAK KEDUA,

e Welakudan pembingan oan pengawasan melalyi pemantauan dar
avallasl pelaksanaan bartuan hukuem

PIHAK KEDLLA
1 Hak

Mengajukan tagihar, jasa atau pencairan angcaran pemberian bantuan hukum

bags ¢rang miskin atau kKelompos orang miskin kepada PlHAK KESATL

berdasarkan hasil pakerjaan malalui Sidbankum.
21 Kewaphan .
ab  Memberkan pelayanan bartuan hokyn kepada orang atau kelompok

bl

4

orang rmskin 2esua dengan standar [ayanan banigan hukuem dalam

uang ling<up pekerjgan yang diawr pada Porjanjian Pelaksanaar

Bantran Hukum ini.

Memberkan |3poran pelakianaan dan penggLnaan anggaran bantuan

hukam secara akuntabel kepada PIHAK, KESATU secata berkala sat ap

G [eram) bulan

Mengajukan kelengkapar dokurien pencdiran anggaran hartuan hkum

yang disampaikan kepada PlA&k KESATU palng lambat S §lima) hari

selelsh pekenean sele3ai iuntuk keqiatan noqlibgasi).

Mengajukan kelengkapar dokuri@n pancairan anggaran bartuan hukum

yang disampaikan kepada PleAK KESATU palng lambat § (lima) hari

kerjia setelah

(1t pekerjaen selesai unluk kegialan nonhtigas: atau

(£} pekerjaan =elesal alau dokumen penanganan perkara dierima
unbuk keqiatan hgas.



(1)

(2)

(3

(4}

{1)

it

{1}

(2}

{3}

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKLUM

Pasal &
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sebesar.

No. | JENIS BANTUAN | el ol i
HKM Perkara/Kegiatan 2026 o L0 2026
1| LITIGAS| Rp 20.000.000 -
r Fp 27.970.000,-
2 | NON LITIGASI Rp 7.870.000.-

dengan nncian sebagaimana terlamgir,

Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dari DIFA Kantor Wilayah Kementérian Hukum Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2026.

Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Basaran Blaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Mon Litigas: berdasarkan Keputusan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Momar M HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya
Bantuan Hukurm Litigasi dan Mon Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum Ftigasi maupun nonlitigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin secara mandin/probono

BAB VI
FENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pamantauan dan evaluasi
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan oleh
Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan

antar jenis bantuan hukum yang sama.

Pengalihan anggaran fidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara danfatau

kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi

dalam Sidbankum.

Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan ketentuan

sebagal berikut:

a) Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalinkan alokasi anggaran dari
Pember Bantuan Hukum vang serapan anggarannya hingga akhir bulan
Agustus tidak mencapai 80% dari anggaran yang tersedia; dan
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t]  Apabila PIHAK KECUA serapan anguarannya bdak meacapai 80% ningga
akhir bulan Agustus sebagaimana dimakswd pada haruf 2, akan dialhkan
seluruh sisa anggaran yarg masin @rseda kepada Pemberi Bantuan Hukuotm
yang telah menyersp 100% dari anggaran yang  lersedia,  cengan
mempertir fangkan ketersediaan anggaran, Indeks Fimeara Pemban Bandluan
Hukuem (K dalam a-matev, dan hasil perantavan dan evalbasi

Pasal B
Pengalhan anggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal B ayat (1) dituangLan
lebit lanjut dalam Penanpan Pelaksanaan Baniuan Hukum Tambahan faddsndim)
zehagzi bagan vang Iak terpisahkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Banluan
Huhu 1t ini
Per@atjan Palaksanaan Bamuan Hokum Tambahar (agddenchin) ditakukan paca
bulan Sepember Tabum Anggaran 2026 atau bulan lainya  bardasargan
parsatrjuan BPHN selaku Fantia Pengawas Pusat.
Dalarn hal setelah Parjanjian Pelakzanaan Bantuan Hukum Tambahan {addamdus
dilgklwan, PiHAK, KEDLUA tidak atau kurang aktif dalam pselaksanaan bantuan
hukum, maka P{HAK KESATLF dapat melakikar pengalinan anggaran kembal .

Fazal 3

PlRAK KECUA wajib menandatangan Feranpan Felaksaraan Bantuan Hukum
Tambahan faddendiym) caling ama 3 {2ga) hari kea setelah ditandatangan cleh
PIHAK KESATW.

Dalam hal FIHAK KEDUA tidak menandalangani Perjanjian Pelaksanaan Banluan
Hukum Tambaharn foddondum) sampai batas waktu sebagaimana dimaksws pada
ayat {1}, PIHAK KESATL! tetap oapat mengalihkan anggaran dimaksud lanpa
persetujuan -efebih dahulu dad PIHAK KEDLA,

Tidak ditandatarganinya Perenjian Felaksanzan Bantuan Hukum Tamoahan
(adgendurm] sebagaimana dimaksud pada avet (2) akan diadikan baban
pemantsuan dan evalsasi aleh PIHAK KESATL,

B&E il
PENCaiRAN ANGGARAN DAN PEMAMTALEN
PELAKSAMAAN BANTUAN HLIKLIM

Paaal 10
FIHAK KEDUA mengaukan permchonan pencairan angoarar banbaan gukum
kepada PIHAK KESATLU dengan melampirkan dokurnen sesuai Ketentuan peraturan
panndang-Jndangan.
Terhadap parmehonan sebagaimana dimaksud pada aya: (1) PIHAK KESATU
melakukan pemerikeaan kelayakan dokumer wunbok seanjutnya memberican
persehguan terhadap dokumen yang mamendhi <sfazyakan
Pereaiujuan sekaga mana dimaksud pada ayat {£) manadi dasar pencairan atas
perrbedan layanan Bantuan Hukun verg telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
Fengauan setagariana pada avatl 7] dan persstujual sebagamana dimakswd
pada avat (2 dlaku<an malalu gphikas Sdban-um
FiHAK KESATU melakukan pencaran anggaran kepada PIHAK KEDUA melaly-
pembayaran olet Kantor Pelayanan Ferbendanaraan Mepare setempat secara
langeung (L%) ke Nomer Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentLan dan mekanisme yang berlaku.
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PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Penrintah Pencairan Dana (SP2D) dalam
aplixasi Swdbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK
KEDUA,

PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan kepada
PIHAK KESATU

Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai
pelanggaran

Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), FIHAK KESATU berhak membenkan sanksi
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januari
2026 sampai dengan masa beraku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir.
Dalam hal batas waktu Perjanjian Felaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan
pencairan pada tahun benkutnya.
Pencairan anggaran bantuan hukum nonliigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yvang dilaksanakan pada tahun beralan sasual berlakunya Perjanjan Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini,
Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara yang
pendampingannya dilaksanakan pada lahun berjalan sesuai berlakunya Peranjian
Felaksanaan Bantuan Hukum ini
Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2025
yang berlanjut ke tahun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya beranjut pada tahun anggaran 2026,

Fasal 12
Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dan PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU dihitung sebagai realisasi anggaran,
FIHAK KESATU melakukan pemantauan dan avaluasi terhadap realisasi anggaran
sabagaimana dimaksud pada ayat (1)
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya,

BAB Vil
SANKSI

Fasal 13

Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan cleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberikan sanks| kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
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BAE X
KEADAAN KAYAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 14
FaRA PIHAK tidak bertanggunyg jawat) atas keterlambalan alau kegagatan dalarm
mermenJhi Peranpan Pelaksanaan Bantuan Hukomor, baik [Bhgsang maupur tidak
langaung. aldarareakan ¢lenh keadaan kahar {foreca migpeura).
Kedaaan kanar sebagaimana dimakewd avat (1) mefipiet kaadaan o luar <endal dan
kamampuat PARA PIHAK berupa bencana alam kebakaran yarg lidak disengaja,
banjir, pemogokan wmum, perang  (dinyatakan  atau  adak  dinpatakan)
permberantakan revolusi. makar, huro-hars, dan leratisma
Jikg PIHAK KEDUA tidak dapal melassanakan pekeaan berdasarhar Paranjan
Pelassangan Battuan Hokum ini karena mengalami alau dipergaruhi aleh Force
Masure maka Pihak yvang mangalami Force Mafayne harus memberilahukan secara
tertl is kapada mhak laimmya dalar wakts paling lambst 14 (empat Delas) har
setelah terjadinya Force Majaure.
Kerugian yang dideriza dan biava yarg dikeluarkan gleh PIHAK <EDU& sebapai
akibat ter|adinga Force Majaure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESAT:,
detnikian pu'a sakbaliknga.

BAB X
JAMNGHA WARTL

Pasal 15
Peranian Fe-aksangan Bantuan Hakum ini muela her aku @ ak sanggal G2 Jancari
2026 dan berakhir pada 1anggal 9 Desarmbar 2026
Dakam hal PFIHAK KEDUA melak kan pemberian bantuan hukum antara fanggal 10
Desember c026 sampa dengar tanggal 31 Desomber 2028 1ctap dapat dilakukan
secara mandidgrobons tanpa melalui APBMN dan dilaparkar melalui fitur Barkum
flandri dalam Sidoankum.

BAE xl
FENYELEZSAIAN PERSELISIHAM

Pazal 16
PARA PIHAK dalam FPerfaniar Pelakzanaan Bantuan Hukum ini iundug
sepanuhnya mengikuti peraburan perandang-undangan di Indonesia.
Calam hal terjadr persehshan antara FARA PIHAK yang tmoul dan atau
sehubyngan dengan pelaksznaan Peranpan Pelaksanaan Banluan Hikam ini
sedapat mungkin diselesawan secara musyawarah untuk mufakat seda aksn
dijadikan sebagai bahan evaluas pada tahun angoaran benkulnya.

BAB Al
KETENMTUAN FENUTUF

Fasal 17
Fesjanjian Pelakzanaan Banluan Hukum ine gibuat dan dit@sgatangam oleh PARA
FIHAEK. dalam reangkap 2 (dua) d alas kertas bermeleral cukup yang masing-masing
mempunyai kekuaar hukum mengkal yang sama.



{2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA,

{3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Pesjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Peranjian Pelakzanaan Bantuan Hukum inl.

{4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuian Hukum inl secara
langsung mengikut peraturan perundang-undangan dan peraturan kebiakan
tersebut

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATL dan PIHAK KEDUA telah bersepakat unfuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal fersebut di atas dan melaksanakannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2
{dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyal kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Hukum Proving Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum
Bali .., Peduli Masvarakat dan Instansi
” g B
| H.E'I'El.lut L
EEMNURMANAH 1 GUSTI LANANG AGUNG KESUMA JAYA
NIP 19690807 1882032001 a“



LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI MASYARAKAT DAN INSTANSI

 LmiGASI NOMLITIGASI
Penyidian/ Persidangan Pendampingan
SR Tingkat | Total Liigasi | ©eniuhan | Femberda Y3 | Mediasi Megosiasi di Lisr o .
Pendahuluan Pengadilan ""“’"‘.
Rp 2000.000- | Rp12.000.000- | Rp 20.000.000,- | Rp 3.700.000,- | Rp2.000000- | Rp1.000.000- | Rp500000- | Rp770.000- | Rp 7.970.000,-
|
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI MASYARAKAT DAN INSTANSI
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI BALI

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, iransparan, dan
akuntabs! serta berorientasi pada hasil, kami vang beranda tangan dibawah ini:

Mama ¢ 1 GUSTI LANANG AGUNG KESUMA JAYA
Jabatan - Direktur/Metua Lembaga Bantuan Hukum Peduli Masyarekat dan
Instansi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATLU

Mama ;. EEM NURMAMAH
Jabatan ¢ Kepala Kantor Wilayah Kemepterian Hukum Provinsi Bali
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanj dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah
ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 dan melakukan
pelayanan bantuan hukum sesugi Standar Layanan Bantuan Hukum, serta melaksanakan
kegiatan bantuan hukum nonliigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan, Keberhasilen
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK
KESATU, serta bersedia dikenakan sanksl beardasarkan hasil evaluasi dari PIHAK
KEDLUA.

FIHAK KEDUA skan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan
mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Depasar, 05 Maret 2028

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  Lembaga Bantuan Hukum

ovinsl Ball Peduli Masyarakat dan Instansi

URMANAH | GUSTI LANANG AGUNG KESUMA JAYA
NIP 1863906071992032001 Direktur/Ketua

Ca



